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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui bagaimana perlindungan
hukum terhadap konsumen yang
mengalami kerugian akibat mengkonsumsi
makanan dan minuman yang berbahaya
dan bagaimana tanggung jawab pelaku
usaha terhadap konsumen juga mengalami
kerugian akibat mengkonsumsi makanan
dan minuman vyang berbahaya. Hasil
penelitian  menunjukkan  Perlindungan
hukum terhadap konsumen berdasarkan
Pasal 204 KUHP dan Pasal 205 KUHP,
terutama berkaitan dengan hak konsumen
untuk memperoleh informasi yang benar,
jelas dan jujur mengenai kondisi barang
atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal
4c UUPK. Hak atas informasi ini sangat
penting, karena tidak memadainya
informasi  yang disampaikan kepada
konsumen ini dapat merupakan cacat
produk, yaitu yang dikenal dengan cacat
instruksi atau cacat karena informasi yang
tidak memadai. Penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa Pasal 204 KUHP yang
mengancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun bagi pelaku usaha yang
menjual, menawarkan produk vyang
membahayakan nyawa atau kesehatan
konsumen. Dalam Pasal 61 UUPK ancaman
pidana tidak hanya dikenakan kepada
pelaku usaha tetapi juga dikenakan
terhadap perusahaan. Dalam Pasal 136 UU
Pangan dengan ancaman pidana paling
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lama lima tahun dan denda paling banyak
Rp 10.000.0000.000,- (sepuluh  miliar
rupiah) terhadap pelaku usaha vyang
menggunakan bahan tambahan pangan
melampaui ambang batas dan bahan
tambahan pangan yang dilarang. Tanggung
jawab pelaku usaha terhadap konsumen
yang mengalami kerugian akibat makanan
dan minuman berbahaya baik berupa
kerugian materi, fisik dan jiwa adalah
tanggung jawab memberikan ganti rugi
berdasarkan wanprestasi yang merugikan
konsumen dan tanggung jawab
memberikan ganti rugi berdasarkan
perbuatan  melanggar hukum  vyang
merugikan konsumen. Bentuk tanggung
jawab pelaku usaha terhadap konsumen
tergantung pada hubungan antara pelaku
usaha dan konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum,
Konsumen, Kerugian, Makanan dan
Minuman, Berbahaya

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap konsumen
merupakan hal yang sangat urgen bagi
setiap masyarakat di kalangan manapun,
sehingga hal ini tentu akan diatur di setiap
negara begitupula dengan Indonesia.
Perlindungan konsumen ini diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen
selanjutnya  disebut(UUPK), Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 1999 Perlindungan konsumen. Tidak
adanya perlindungan yang seimbang
menyebabkan konsumen berada pada
posisi yang lemah, apalagi jika produk yang
dihasilkan merupakan jenis produk yang
terbatas, sehingga pelaku usaha dapat
menyalahgunakan posisinya yaitu dengan
cara memonopoli produksi dan pemasaran,
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hal ini tentu saja akan sangat merugikan
konsumen.®

Masyarakat sebagai konsumen harus

mendapat pengayoman atau perlindungan
dari penegak hukum termasuk kepentingan
ekonomi. Perlindungan adanya
kepentingan ekonomi menjadi urgen
karena titik berat pembangunan sekarang
masih berorientasi pada pembangunan
ekonomi. Di sinilah letaknya kepentingan
ekonomi dan hukum perlu diakomodasi
dengan suatu hukum tertulis yaitu berupa
peraturan perundang-undangan.Sesuai
denganketentuan hukumnya, UUPK
mempunyai tujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran,
kemampuan dan kemandirian kon-
sumen untuk melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat
konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif
pemakaian barang dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan
konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menentukan hak-
haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan
konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku
usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang
dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang
dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.®

SAulia  Muthiah, 2018, Hukum Perlindungan
Konsumen; Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi
Syariah, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 15.
5Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 152.

Kondisi konsumen yang dirugikan
memerlukan perlindungan untuk mendapat
ganti kerugian atas dasar kesalahan pelaku
usaha, namun dalam hal ini hukum juga
harus mengatur keadilan antara konsumen
dengan pelaku usaha. Sehingga perlu juga
diperhatikan bahwa dalam memberikan
perlindungan konsumen jangan sampai
mematikan usaha milik pelaku usaha
tersebut karena sesungguhnya keberadaan
pelaku usaha merupakan sesuatu yang
esensial dalam perekonomian Negara.
Namun dalam hal ini jika kegiatan pelaku
usaha membahayakan konsumen akan
lebih baik usahanya dimatikan saja.”

Kerugian-kerugian yang dialami oleh
konsumen tersebut dapat timbul sebagai
akibat dari adanya hubungan hukum
perjanjian antara  produsen dengan
konsumen, maupun akibat dari adanya
perbuatan  melanggar hukum  vyang
dilakukan oleh produsen.®Perjanjian-
perjanjian yang dilakukan antara para pihak
tidak selamanya dapat berjalan mulus
dalam arti masing-masing pihak puas,
karena kadang-kadang pihak penerima
tidak menerima barang atau jasa sesuai
dengan harapannya. Apabila pembeli, yang
dalam hal ini konsumen tidak menerima
barang atau jasa sesuai dengan vyang
diperjanjikan, maka produsen telah
melakukan wanprestasi, sehingga
konsumen mengalami kerugian.

Wanprestasi salah satu pihak dalam
perjanjian merupakan kelalaian untuk
memenuhi syarat yang tercantum dalam
perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak
dialami oleh pihak yang lemah vyang
memiliki  ketergantungan vyang tinggi
terhadap pihak lainnya, karena persyaratan
tersebut berat sebelah dan lebih
memberatkan kepada pihak yang lemah.

Kerugian yang dialami akibat kurang
kritisnya konsumen terhadap barang atau
jasa yang ditawarkan tidak terlepas dari

"Loc-cit.
8Ahmadi Miru, Op-cit, 1.
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tingkat pendidikan konsumen yang rendah,
sedangkan teknologi komunikasi semakin
maju, sehingga dengan mudah dapat
menjangkau masyarakat luas. Kondisi inilah
dimanfaatkan oleh pelaku usaha vyang
kurang mempunyai tanggung jawab sosial,
atau biro iklan (pelaku usahaperiklanan)
yang tidak taat pada kode etik
profesionalisme, untuk melakukan persuasi
kepada konsumen tidak dengan cara
memberikan informasi yang benartentang
produk vyang dipasarkan, melainkan
menggunakan segala cara agar masyarakat
mau membeli barang-barang produk suatu
perusahaan yang
dipromosikannya.’Sementara itu, Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) yang
bertujuan untuk membantu konsumen agar
tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang
dan jasa, belum sepenuhnya dapat
membantu konsumen sebagaimana yang
diharapkan.

UUPK merupakan perangkat hukum
untuk melindungi hak-hak konsumen
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4
yakni hak atas kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan dalam mengkonsumsi
makanan dan minuman vyang tidak
berbahaya dan tidak mengandung bakteri
atau virus, hak untuk memilih makanan dan
minuman yang terjamin kesehatannya
tersebut sesuai dengan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan, penjual pelaku
usaha produk pangan baik dalam iklan
maupun secara langsung. Begitu juga hak
untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan atau penggantian, apabila makanan
dan minuman yang dikonsumsi
membahayakan kesehatan karena
mengandung bakteri maupun virus yang
dampaknya langsung terlihat atau nanti
terlihat kemudian.

Selain dalam Undang-undang Pangan,
ketentuan perlindungan kesehatan manusia
melalui pengamanan makanan dan
minuman juga diatur dalam Undang-

°Ibid, 2.

Lex Administratum, Vol. VIlI/No. 2/Apr-Jun/2020

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 21 sebagai berikut:

(1) Pengamanan makanan dan
minuman diselenggaraka nuntuk
melindungi masyarakat dari

makanan dan minuman yang tidak
memenuhi  ketentuan mengenai
standar  dan/atau persyaratan
kesehatan.

(2) Setiap makanan dan minuman yang
dikemas wajib diberi tanda atau
label yang berisi:

a. bahan yang dipakai;

b. komposisi setiap bahan;

c. tanggal, bulan dan tahun
kadaluwarsa;

d. ketentuan lainnya.

(3) Makanan dan minuman yang tidak
memenuhi ketentuan  standar
dan/atau persyaratan kesehatan
dan/atau membahayakan kesehatan
sebagaimana disebut dalam ayat (1)
dilarang untuk diedarkan, ditarik
dari peredaran, dan disita untuk
dimusnahkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pengamanan
makanan dan minuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1),ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Makanan dan minuman merupakan
hal penting bagi kehidupan manusia,
dan merupakan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan  hukum
terhadap konsumen yang mengalami
kerugian akibat mengkonsumsi
makanan dan  minuman yang
berbahaya?

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku
usaha terhadap konsumen juga
mengalami kerugian akibat
mengkonsumsi makanan dan
minuman yang berbahaya?
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C. Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan
dalam penulisan hukum ini adalah
penelitian yuridis normatif yaitu suatu
prosedur ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan
dan sisi normatifnya yang objeknya adalah
hukum itu sendiri.*?

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal adanya
suatu pendekatan penelitian, pendekatan
tersebut memungkinkan  diperolehnya
jawaban yang diharapkan atas
permasalahan hukum yang ada.'!

Jenis Data

Jenis data vyang digunakan dalam
penulisan hukum ini adalah data sekunder
yaitu data yang diperoleh dari bahan
hukum pustaka berupa keterangan-
keterangan yang secara tidak langsung
diperoleh melalui studi kepustakaan,
bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan
ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Sumber Data
Di dalam penelitian  hukum ini,
dipergunakan jenis data sekunder, yang
dari sudut kekuatan mengikatnya
digolongkan ke dalam beberapa sumber
data, yaitu:
1. Bahan hukum primer
Adalah bahan hukum yang
dikeluarkan oleh pemerintah dan
bersifat mengikat berupa peraturan
perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder
Adalah bahan vyang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti hasil karya ilmiah para
sarjana, hasil penelitian, buku-buku,

Wjohny Ibrahim, 2011, Teori Dan Metode Penelitian
Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 57.

1 M. Munadhiroh, 2011, Pendekatan Penelitian,
Sinar Grafika, Jakarta, 32.

koran, majalah, dokumen-dokumen
terkait, internet dan makalah yang
dalam  penelitian  ini peneliti
menggunakan literatur yang
berhubungan dengan hukum.
3. Badan hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder.
Misalnya, kamus ensiklopedia, indeks
kumulatif dan sebagainya.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan
dalam penelitian hukum ini menggunakan
pola piket atau logika induktif, yaitu pola
pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-
kasus individual nyata menjadi kesimpulan
yang bersifat umum.Pada dasarnya
pengolahan dan analisis data bergantung
pada jenis datanya.Pada penelitian hukum
berjenis normatif, maka dalam mengelola
dan menganalisa bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier tidak dapat lepas dari berbagai
penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu
hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum terhadap
Konsumen yang Mengalami Kerugian
Akibat Mengkonsumsi Makanan dan
Minuman yang Berbahaya
Makanan dan minuman merupakan
kebutuhan yang sangat penting untuk
kesehatan konsumen.Namun setiap saat
konsumen dapat menderita sakit akibat
mengkonsumsi makanan dan minuman
berbahaya, seperti keracunan makanan
atau minuman, sehingga perlu adanya
perlindungan hukum terhadap konsumen.
1. Perlindungan  Hukum  terhadap
Konsumen melalui Hukum Pidana
Hukum publik adalah hukum yang
mengatur hubungan antara negara
dan alat-alat perlengkapannya atau
hubungan negara dengan
perorangan.Termasuk hukum publik
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dalam kerangka hukum konsumen

adalah hukum administrasi negara,

hukum pidana, hukum acara pidana
dan hukum internasional khususnya
hukum perdata internasional.

Perlindungan hukum terhadap

konsumen melalui sanksi pidana

diatur dalam pasal 61 UUPK. Pasal 61

UPK menentukan: Penuntutan pidana

dapat dilakukan terhadap pelaku

usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62 menentukan:

1) Pelaku usaha vyang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10,
pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal
17, ayat (1), huruf a, huruf b, huruf
¢, huruf e, ayat (2) dan pasal 18
dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp.
2.000,000.000,00 (dua  milyar
rupiah).

2) Pelaku usaha yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13,
ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan
pasal 17 ayat (1), huruf d dan huruf
dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp.
5.00.000.000,00 ( lima ratus juta
rupiah).

3) Terhadap pelanggaran yang
mengakibatkan luka berat, cacat
tetap atau kematian diberlakukan
ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan pasal 61 UUPK jelas

mengatur suatu bentuk perlindungan

hukum terhadap konsumen dimana
dengan menuntut pidana pelaku
usaha dan pengaruhnya.

Pertanggungjawaban pidana tidak

saja dapat dikenalkan kepada

pengurus tetapi dapat dikenakan
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perlindungan konsumen.Melalui Pasal
61 UUPK perusahaan dinyatakan
sebagai subjek hukum pidana.!?

Ketentuan pidana dalam Undang-
undang Pangan diatur dalam Bab XV
mulai Pasal 133 sampai Pasal 148.
Ketentuan pidana yang paling banyak
dilanggar oleh produsen adalah
ketentuan Pasal 136 yang
menentukan: Setiap orang vyang
melakukan produksi pangan untuk
diedarkan yang dengan sengaja

menggunakan:
a. Bahan tambahan pangan
melampaui ambang batas

maksimal yang ditetapkan; atau
b. Bahan vyang dilarang digunakan

sebagai bahan tambahan pangan.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal
75 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp
10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

. Perlindungan  Hukum  terhadap

Konsumen melalui Hukum
Administrasi

Hukum administrasi adalah instrumen
hukum publik yang penting dalam
hukum  perlindungan  konsumen.
Sanksi-sanksi hukum secara perdata
dan pidana seringkali kurang efektif
jika tidak disertai sanksi
administratif.'3Sanksi ~ administratif
ditujukan kepada pengusaha, baik itu
produsen maupun para penyalur
hasil-hasil produknya.Sanksi
administratif berkaitan dengan
perizinan yang diberikan pemerintah
kepada pengusaha.lika terjadi
pelanggaran, izin-izin itu dapat
dicabut  secara sepihak  oleh
pemerintah.

kepada perusahaan. Hal ini " . B i
. Nurmadjito 2010 Hukum Perlindungan
merupakan upaya yang bertujuan ’ ’
P pay .y & y . Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 30.
menciptakan sistem bagi 135hidarta, Op-cit, 93.
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3. Perlindungan Konsumen Melalui
Hukum Perdata
Tanggung jawab Hukum perdata
selalu terkait dengan wanprestasi
atau perbuatan melawan hukum yang
merugikan pihak lain. Sesuai Pasal
1365 KUHPerdata Perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seseorang
berjanji kepada seseorang lain atau di
mana dua orang itu saling berjaniji
untuk melakukan
sesuatu.'*Pengertian perjanjian diatur
di dalam Pasal 1313 KUHPerdata.
Perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap
Konsumen yang Mengalami Kerugian
Akibat Mengkonsumsi Makanan dan
Minuman Berbahaya
Tanggung jawab adalah keadaan wajib

menanggung segala sesuatu (kalau terjadi
apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,
diperkarakan  dan  sebagainya).Secara
teoritis tanggung jawab terkait dengan
hubungan hukum yang timbul antara pihak
yang menuntut pertanggung jawaban
dengan pihak vyang dituntut untuk
bertanggung jawab.

1. Tanggung Jawab Memberikan Ganti
Rugi berdasarkan Wanprestasi yang
Merugikan Konsumen
Tanggung jawab pelaku usaha
memberikan ganti rugi berdasarkan
wanprestasi, maka terlebih dahulu
tergugat dengan penggugat (pelaku
usaha dengan konsumen) terikat
suatu perjanjian dengan demikian,
pihak ketiga (bukan sebagai pihak
dalam perjanjian) yang dirugikan
tidak dapat menuntut ganti kerugian
dengan alasan wanprestasi.
Konsumen vyang terikat perjanjian

14 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta,
1987, 1

dengan pelaku usaha dapat menuntut
ganti kerugian dengan alasan pelaku
usaha telah wanprestasi.

2. Tanggung Jawab Memberikan Ganti

Rugi berdasarkan Perbuatan
Melanggar Hukum yang Merugikan
Konsumen

Perbuatan melawan hukum adalah
suatu perbuatan dimana seseorang
melakukan suatu perbuatan yang
merugikan  orang lain  namun
perbuatan ini tidak didasari oleh
perjanjian. Perbuatan melawan
hukum ini dapat menimbulkan
kerugian secara fisik seperti terdapat
luka pada salah satu anggota tubuh
seseorang atau perbuatan itu
mengakibatkan seseorang menjadi
cacat fisik. Kerugian lain dapat
berbentuk pencemaran nama baik
(martabat) seperti penghinaan atau
fitnah.
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